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PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 

PROVINSI BALI . 

2018 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR  939/HK.03.1-

Kpt/5171/Kota/III/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 576/HK.03.2-Kpt/5171/Kota/XI/2017 TENTANG 

PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  SE – KOTA DENPASAR DALAM 

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018 

Abstrak : Bahwa berdasarkan surat usulan dari Panitia Pemungutan Suara Desa 

Sumerta Kelod Nomor 02/PPS.SMKL/PILGUB/I/2018 tentang Perubahan 

Nama Ketua dan Anggota PPS Desa Sumerta Kelod, maka perlu melakukan 

perubahan terhadap susunan keanggotan Panitia Pemungutan Suara 

tersebut; 

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ditetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Perubahan Kedua atas 

Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan se- Kota Denpasar dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur bali tahun 2018. 

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah: 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun  2008; 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi 

Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia 

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok 

Penyelenggaran Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

Dan Wakil Walikota sebagaimana di ubah dengan peraturan Komisi Pemilihan 
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Umum Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen 

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, 

Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara 

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil 

Bupati Dan Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan 

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Atau Walikota Dan Wakil 

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27); 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi  Bali Nomor  1054/Kpts/KPU-

Prov-016/Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  Bali Tahun 2018; 

 

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor   

939/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 diatur tentang:  

Perubahan nama serta susunan Keanggotaan PPS di Desa  Sumerta Kelod 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan. 

CATATAN :  - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Maret 2018. 

- Lampiran 8 Halaman. 

 

 


